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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM 

A. Pengertian Negara Hukum 

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de 

wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, 

dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu 

kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka 

merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan 

dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, 

anderjizds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi 

keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain 

pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).
14

 A.Hamid S. 

Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang 

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan 

kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan 

hukum.
15

 Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang 

penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berseranakan 

hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas 

dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian 

pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. 
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 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal, 21. 
15

 A.Hamid S. Attamini, Teori Perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara 

pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal, 8. 
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Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan 

teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan 

tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat 

perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk 

dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.
16

 

Menurut Krebe
17

, negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di 

dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti 

ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber 

dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak 

berkaitan dengan seseorang. 

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan 

fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan 

merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh 

pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara 

kekuasaan negara.
18

 

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang 

pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara 

adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar 
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Demokrasi (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal, 17. 
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hal,181. 
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dari kontrak sosial setiap negara hukum.
19

 Dalam kontrak tersebut tercantum 

kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan 

mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum. 

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. 

Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi 

pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya 

secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab 

undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. 

Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam 

dibawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, 

yang mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. 

Dengan lainnya Orde Baru,perbincangan mengenai negara hukum bangkit 

kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin 

namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal 

kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum 

boleh dikata lebih optimistis.
20

 

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum 

memegang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai 

berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntunan masyarakat. 
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Alumni, 2009), hal, 9. 
20

 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal, 384-385. 
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Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya 

negara hukum yang lebih substansial. 

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul 

dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan 

berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang 

mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis 

itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (acclesia), dimana 

seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.
21

 

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang 

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 

negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila 

kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.
22

 Demikian 

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.
23

 

B. Teori-Teori Negara Hukum 

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu 

diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu 

sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih 

tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama 
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kali dikemukan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 

Aristoteles.
24

 

Ide lainnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat 

keadaan negaranya yang dipimpin oleh haus akan harta, kekuasaan dan gila 

kehormatan.pemerintah sewengan-wenang yag tidak memperhatikan 

pederitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang 

berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-

citannya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat 

tempat keadilan dijunjung tinggi. 

Dari konsep ini yang diidealkan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti 

konsep negara adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi 

warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat 

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau 

dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup warganya.
25

 

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya 

kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah 

laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara 

maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. 

Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dala pemakaian selanjutnya. 

                                                             
24
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Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. 

Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah 

dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang 

sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 

dalam ketatanegaraan Indonesia.
26

 

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, rule of 

law atau goverment of justice untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah 

ini tidak terselip perkataan negara (state) melainkan syarat peraturan hukum 

itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (rule) atau pemerintahan 

(goverment).
27

 Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa 

penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang 

didalamnya wilayahnya: 

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat 

perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para 

warga negara maupun dala saling berhubungan masing-masing tidak 

boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku. 

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
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Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah 

“negara hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu 

pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang 

harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki 

suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. 

mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni: 

a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya 

negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi 

oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat 

mempunyai hak terhadap penguasa. 

b) Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang 

telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah 

atau aparatnya. 

c) Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah 

dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan 

perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu 

sama lain tidak berada dalam satu tangan.
28

  

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk 

dikaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah 

penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus 
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berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, 

dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu 

diketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik 

dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara 

hukum. 

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1880 

SM.
29

 Akar terjauh mengenai perkembanga awal pemikiran negara hukum 

adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika 

mengintroduksi konsep nomoi. Beliau mengemukakan bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum 

yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang 

bernama Aristoteles dalam bukunya Politicos. Menurut Aristoteles, suatu 

negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dah 

berkedaulatan hukum. 

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 

dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya 

dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, 

konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara 

Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas 

dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara 
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hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara 

kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus-

menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara 

hukum.
30

 

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran 

tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang 

menempatkan fungsi recht pada staat, sehingga negara berfungsi sebagai 

penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, 

jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak 

boleh ada campur tangan dan negara sebagai nachtwakerstaat.
31

 

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, 

tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat 

tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukhtie 

Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan 

struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan pengausa 

ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan 

tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.
32

 

Oemar Seno Adjie juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu 

rechtstaat dan  rule of law, sosialist legality, dan negara hukum pancasila. 
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Menurut Adjie, rechtsstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Konsep 

rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtsstaat. Sementara 

itu antara konsep rule of law dengan sosialist legality mengalami 

perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dimana rechtsstaat dan rule 

of law  berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika 

Serikat, sedangkan sosialist legality  berkembang di negara-negara komunis 

dan sosialis. Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu 

manusia sebagai titik sentral (antropcentric) yang menempatkan 

rasionalaisme, humanisme, dan sekulerisme sebagai nilai dasar yang menjadi 

sumber nilai.
33

 

Pada sisi lain, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum 

pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai 

standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi  Islam berdasarkan pada nilai-

nilai yang terkandung pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sedangkan konsep 

negara hukum pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini 

memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang 

sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Selain itu, kedua konsep ini 

menmpatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan. 
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Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. 

Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang 

berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing 

tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal 

dimulai dengan konsep rule of law dimana hukum dimaknai sebagai 

instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal 

legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, 

dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum 

versi formal adalah democracy and legality, kesepakatanlah yang menentukan 

isi atau substansi hukum.
34

 

Versi substansif konsep negara hukum berkembang dari individual 

rights, yakni privasi dan otonomi individu, serta kontrak sebagai landasan 

yang paling pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas 

kebebasan pribadi dan keadilan (dignity of man), serta berkembang menjadi 

konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substansi, persamaan 

kesejahteraan, dan kelangsungan komunitas. 

Menurut Tamahana konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada 

cara tempat dimana hukum diumumkan (oleh berwenang), kejelasan norma, 

dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal 

negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas 
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kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum 

tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi 

substansi dari negara hukum bergerak lebih dari itu, denga tetap mengakui 

atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansi ingin 

bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar 

konsep negara hukum substansif. Konsep tersbut dijadikan sebagai pondasi 

yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang 

memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan 

hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber 

hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk 

persyaratan tentang isi dari norma hukum. 

C. Negara Hukum Indonesia 

Konsep negara hukum juga ada di Indonesia yaitu pada UUD tahun 

1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1), “Presiden 

Rebublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-

undang Dasar”. Tidak hanya itu keinginan Founding Father untuk 

menciptakan negara hukum yang tercermin dalam UUD Tahun 1945 yang 

menyatakan, “.... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. 

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan 

penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat 

untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang 
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ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna 

menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. 

Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu 

diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan 

menuju Indonesia merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itu 

sudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan 

Indonesia pada tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, 

Soepomo menyatakan
35

, “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu 

badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling 

tinggi dan tidak terbatas kekuasaannya”. 

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam 

negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat 

dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan 

terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD tahun 

1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, 

yang menurut UUD 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian 

terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 

1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah 
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Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa indonesia bukan berdasar atas 

kekuasaan belaka. 

Kekuatan di atas berasal dari penjelasan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud 

ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di 

pertanggungjawabkan. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan 

atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat 

Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri 

“rechtsstaat” yakni sebagai berikut: 

a. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 

b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan 

undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas 

undang-undang. 

c. Diakui dan dilindungi hak-hak rakyat yang sering disebut 

“vrijhedsrechten” 


